KEPUTUSAN 

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH 

NOMOR : 521/KPTS/M/2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

Menimbang

: a.  bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 telah ditetapkan jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan angka kreditnya dan sebagai petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/SKB/M/2000 dan Nomor : 157.C Tahun 2000.

a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang melaksanakan tugas-tugasnya dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.

Mengingat

:  1.  Undang-undang Nomor  8 Tahun  1974 Tahun Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;  

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Kabinet Gotong Royong;

13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya;

14. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

15. Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan 

: KEPUTUSAN  MENTERI  PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

Pertama

: Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI 
: JAKARTA

PADA TANGGAL
: 03 DESEMBER 2001

MENTERI PERMUKIMAN DAN

PRASARANA WILAYAH,

SOENARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
: 521/KPTS/M/2001

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatakan mutu, profesionalisme, dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

2. Sesuai dengan keputusan presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan rumpun arsitek, insiyur, dan yang berkaitan antara lain ditetapkan jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

3. Sebagai pelaksanaan dan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden tersebut telah ditetapkan Surat Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/mk.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya dan keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan kepala Badan kepegawaian negara Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan Angka Kreditnya.

4. Dalam Keputusan ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan formasi, pengangkatan, penilaian, dan penetapan angka kredit, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

5. Sebagai pedoman pelaksanaannya perlu disusun Petunjuk Teknis.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi para Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan pejabat yang berkepentingan agar ada kesatuan bahasa dan pengertian dalam melaksanakan ketentuan jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang antara lain meliputi kedudukan dan tugas pokok, formasi dan pengangkatan, penugasan dan penilaian, pengembangan dan mutasi, tatacara penilaian, prestasi kerja yang dinilai dan penetapan angka kredit serta pembinaan dan pengawasan bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 dan Keputusan Bersama Menteri permukiman dan prasarana Wilayah dan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 03/SKB/M/2000 dan Nomor 157.C Tahun 2000.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta pengembangan profesi.

2. Instansi Pembina jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah.

3. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan.

4. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

5. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan criteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan tata bangunan, perumahan danpermukiman serta kegiatan lainyang berkaitan dengan teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
6. Memberikan contoh adalah upaya Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai pembimbing kegiatan tertentu dengan tujuan agar Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dibimbing dapat mempraktekkan tugas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dengan baik.

7. Memberikan saran adalah upaya Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan agar suatu proses kegiatan yang dilaksanakan akan lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan dan menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

8. Atasan langsung adalah seorang pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan, dan pelaporan hasil termasuk pelayanan penilaian angka kredit.

9. Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan sebagai dasar penilaian kegiatan atau prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

10. Kegiatan yang bersifat penugasan adalah kegiatan kelompok/Tim untuk mendukung tugas Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan tertentu yang ditunjuk secara tertulis oleh Atasan langsung Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan untuk melaksanakan tugas tersebut.

11. Prestasi Kerja adalah hasil karya dan kemajuan yang telah dicapai seorang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam bidang tugasnya.

12. Pendidikan dan Pelatihan kedinasan adalah upaya peningkatan dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan ketrampilan yang sesuai dengan profesi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan .

13. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan adalah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diperoleh Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan karena telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kedinasan.

14. Pengembangan profesi adalah kegiatan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam rangka pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan untuk peningkatan mutu baik bagi proses penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta kegiatan lain yang berkaitan dengan teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan profesionalisme sebagai tenaga teknik Tata Bangunan dan Perumahan lainnya maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta kegiatan lain yang berkaitan dengan teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
15. Penelitian adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menentukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta kegiatan lain yang berkaitan dengan teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
16. Metode ilmiah penelitian dan pengembangan adalah suatu cara pelaksanaan kegiatan yang sistematik dan obyektif yang mengikuti tahap-tahap :

a. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan.

b. Menyusun hipotesa;

c. Menyusun rancangan penelitian;

d. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan;

e. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data;

f. Menganalisis dan menginterprestasi data; dan

g. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.

17. Makalah hasil penelitian adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok orang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

18. Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah di bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

19. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara mempergunakan teori-teori dan atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

20. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah karya tulis yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dalam bidangnya, dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan skripsi permasalahan, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya.

21. Majalah ilmiah yang diakui departemen yang bersangkutan adalah majalah yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan sebagai majalah ilmiah oleh pejabat di lingkungan departemen yang diserahi pembinaan tugas tersebut.

22. Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

23. Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai pegangan belajar peserta didik baik sebagai pegangan pokok maupun pelengkap di bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

24. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan tertulis dengan cara sistematis sehingga diharapkan pembaca dapat menyerap sendiri dengan jelas materi bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

25. Penulis Utama adalah seorang yang memprakarsai penulisan, memiliki ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep tulisan sehingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.

26. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama, misalnya dalam hal pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyempurnaan konsep atau penambahan bahan materi dan penyunting.

27. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah penelitian dan pengembangan yang memberikan pemahaman informasi tentang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

28. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdayaguna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah, sederhana dan praktis.

29. Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, ketrampilan, serta kegiatan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman  serta kegiatan lain yang berkaitan dengan lingkup teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

30. Pendukung tugas Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah kegiatan Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

31. Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan ketrampilan dan atau penguasaan pengetahuan teknis dibidang tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

32. Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau ketrampilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuaid engan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

33. Seminar adalah salah satu metode belajar dimana para peserta dilatih untuk berfikir dan menyatakan pendapat untuk membahas masalah tertentu dalam bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sehingga memperoleh suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.

34. Lokakarya adalah pertemuan ilmiah untuk membahas suatu karya dalam bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

35. Organisasi profesi adalah organisasi yang kegiatannya bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalnya, yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu anggota atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

36. Kepengurusan dalam kegiatan kemasyarakatan adalah kedudukan seorang Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam organisasi kemasyarakatan yang telah melembaga, dan dibuktikan dengan kartu anggota atau keputusan pejabat yang berwenang.

37. Menjadi delegasi pertemuan ilmiah adalah kegiatan untuk mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara atau propinsi atau Kabupaten/Kota atau kelompok professional dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

38. Mengikuti seminar/lokakarya adalah mengikuti pertemuan kerja bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan dan memberikan saran yang dapat menunjang dalam memecahkan masalah yang dibahas.

D. RUANG LINGKUP

1. Petunjuk Teknis ini diberlakukan bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai instansi penyelenggaraan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang bertugas melakukan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman serta kegiatan lain yang berkaitan dengan teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

2. Kegiatan penyelenggaraan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dilakukan oleh Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah melakukan kegiatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

3. Kegiatan penyelenggaraan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di lingkungan Departemen/LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) di luar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah melakukan kegiatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan yang bersangkutan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN KEGIATAN

A. KEDUDUKAN

1. Jabatan  Fungsional berkedudukan sebagai pelaksanaan teknis fungsional pada unit kerja yang bersangkutan, baik di Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

2. Kedudukan Jabatan Fungsional di Pemerintah berada di unit kerja direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman atau unit kerja lain di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, atau dapat pula berada di instansi di luar Departemen Permukiman dan prasarana Wilayah .

3. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan formasi dan ketentuan yang berlaku.

B. TUGAS POKOK DAN KEGIATAN

1. Tugas pokok Pejabat Fungsional adalah melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan dan perumahan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai tujuan organisasi di bidang tata bangunan, perumahan dan permukiman
2. Unsur dari tugas pokok bidang tata bangunan, perumahan dan pemukiman untuk jabatan fungsional terampil meliputi:

a. Pendidikan.

b. Penyelenggaraan Tata Bangunan

c. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

d. Penyelenggaraan Penyuluhan

e. Pengembangan Profesi

f. Penunjang Pelaksanaan tugas Tata Bangunan dan Perumahan.

3. Unsur dari tugas pokok bidang tata bangunan, perumahan dan     permukiman untuk jabatan fungsional ahli meliputi:

a. Pendidikan

b. Penyelenggaraan Tata Bangunan

c. Penyelenggaraan Pembangunan perumahan dan permukiman

d. Penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan di bidang tata bangunan, perumahan dan permukiman

e. Penyelenggaraan penyuluhan

f. Pengembangan profesi

g. Penunjang pelaksanaan tugas tata bangunan dan perumahan.

4. Kegiatan pejabat fungsional dirinci sebagaimana dalam Bab V pasal 7 Keputusan Menteri Koordinator bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/ 10/1999.

5. Dalam hal terdapat penugasan yang diluar butir dan sub butir kegiatan seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999, maka tugas tersebut dapat disetarakan dengan butir dan sub butir kegiatan yang ada pada kelompok unsur yang terkait dengan persetujuan pejabat yang berwenang memberikan angka kredit untuk pejabat fungsional yang bersangkutan.

6. Kegiatan di atas harus diprogramkan sesuai dengan Rencana Strategis Instansi Struktural dan Rencana Tahunan sesuai bidang tugasnya.

C. PENJELASAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN

Butir kegiatan merupakan rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat fungsional, yang diturunkan dari unsur dan sub unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Pendidikan yang terdiri atas sub unsur pendidikan dan gelar kesarjanaan, serta dirinci dalam butir dan sub butir kegiatan.
2. Unsur Penyelenggaraan Tata Bangunan yang terdiri atas sub unsur Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan.

3. Unsur Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman terdiri atas sub unsur Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas.

4. Unsur Penyelenggaraan Penyuluhan terdiri atas sub unsur Persiapan, Pelaksanaan, dan penyiapan Kader.

5. Unsur Pengembangan Profesi terdiri atas sub unsur Karya Tulis/Ilmiah; Pengembangan Teknologi tepat guna, perumusan system; penulisan juknis/juklak/referensi; bimbingan teknik; kegiatan professional lainnya.

6. Unsur Penunjang pelaksanaan terdiri atas sub unsur mengajar/melatih; menterjemahkan/menyadur; mengikuti seminar/lokakarya; menjadi anggota organisasi profesi; menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional ; mendapat ijasah pendidikan lain; dan memperoleh tanda jasa.

BAB III

FORMASI DAN PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

A. FORMASI

Untuk menjamin pembinaan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan secara berkelanjutan maka pengangkatan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan harus berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertangung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara, setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Formasi untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemda setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

3. Formasi masing-masing satuan organisasi Negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah

4. Analisis kebutuhan sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan prakiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

B. PENGANGKATAN

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang jabatannya sebagai berikut:

1. Jenjang Jabatan Umum

Presiden menetapkan pengangkatan, pemindahan danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam dan dari Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyehatan Utama gol/ruang IV/d dan IV/e.

2. Jenjang Jabatan Madya kebawah:

a. Instansi Pemerintah

1) Menteri, Peminpin Lembaga Pemerintah non Departemen selaku Pejabat Pembina kepegawaian Pusat, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pusat dilingkungannya dalam dan dari jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya kebawah dan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia kebawah.

2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Muda ke bawah dan Jenjang Penyelia ke bawah.

b. Instansi Pemerintah Propinsi

1) Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan untuk semua jenjang di wilayahnya.

2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain  dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Muda ke bawah dan Jenjang Penyelia ke bawah.

c. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota 

1) Bupati/Walikotamadya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di wilayahnya untuk semua jenjang.

2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Muda ke bawah dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Jenjang Penyelia ke bawah.

3. Jenis dan Syarat Pengangkatan

Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dapat dilaksanakan melalui:

a. Pengangkatan Penyesuaian (Inpassing)

1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 65/KEP/MK.WASPAN/ 10/1999, telah melaksanakan tugas dibidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam Jabatan dan Angka Kredit Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Untuk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil:

1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Teknik Sipil atau yang disetarakan.

2) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat golongan/ruang II/b.

3) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

b) Untuk Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ahli:

1) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/D.IV Teknik Tata Bangunan dan Perumahan /Teknik Sipil atau yang disetarakan.

2) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan/ruang III/a.

3) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Angka Kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

3. Keputusan Pengangkatan Penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan dan Angka Kredit Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ditetapkan terhitung mulai tanggal 01 April 2001 dan harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September 2001.

b. Pengangkatan Pertama

Dengan persyaratan sebagai berikut:

1 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Terampil:

a) Berijazah serendah-rendahnya Diploma II Teknik Sipil, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau yang sejenis.

b) Telah menyelesaikan dan memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

c) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli

a) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/D.IV Teknik Tata Bangunan dan Perumahan /Teknik Sipil atau yang sejenisnya.

b) Telah menyelesaikan dan memperoleh sertifikat Pendidikan dan Pelatihan fungsional bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

c) Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terkahir.

Untuk menentukan jenjang jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 digunakan angka kredit yang berasal dari unsur pendidikan, penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penanganan jalan dan jembatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas teknik Jalan dan Jembatan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

C. PEMINDAHAN

Persyaratan

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan lain dalam jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang telah ditentukan.

2. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana D.II Teknik Sipil/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau yang sejenisnya, untuk jenjang Terampil.

3. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/D.IV Teknik Sipil/ Teknik Tata Bangunan dan Perumahan atau yang sejenisnya, untuk jenjang Ahli.

4. Telah menyelesaikan dan memperoleh sertifikat Pendidikan dan Pelatihan fungsional bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang akan ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

5. Setiap unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

6. Telah melaksanakan tugas dibidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan kembali sebagai pejabat fungsional Teknik Jalan dan Jembatan.

7. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pension dari jabatan terakhir yang didudukinya.

D. PEMBERHENTIAN

1. Pembebasan Sementara

a. Persyaratan

Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

1. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, misalnya yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau negara; atau

2. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat atau pemberhentian dari jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya, tetapi kegiatan tersebut tidak diberi angka kredit.

4. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966.

5. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk cuti persalinan ketiga dan seterusnya.

b. Prosedur Pembebasan Sementara dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit

a) Tim Penilai membuat Daftar Pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau Terampil yang diperkirakan tidak dapat memperoleh Angka Kredit yang dipersyaratkan dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

b) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau pejabat yang ditunjuk, memerintahkan kepada pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli dan terampil, untuk segera menyampaikan berkas-berkas usulan Penetapan Angka Kredit.

c) Tim Penilai akan melakukan penilaian, apakah pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau Terampil tersebut berpotensi untuk tidak dapat memperoleh jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan.

d) Dalam hal menurut Tim Penilai, Pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang tidak akan dapat memperoleh Angka Kredit yang di persyaratkan, Tim Penilai melaporkan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan peringatan tertulis.

e) Pejabat yang berwenang memberikan peringatan tertulis kepada pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau terampil dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan.

f) Apabila ternyata sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau terampil tetap tidak memperoleh jumlah Angka Kredit yang disyaratkan, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit memberitahukan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dengan menggunakan nota pemberitahuan (sesuai dengan lampiran III keputusan ini).

g) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, menerbitkan Surat Keputusan tentang pembebasan sementara dari jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau terampil karena belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal.

2. Pemberhentian

a. Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Dijatuhi hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor :30 Tahun 1980; atau

2. Dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, bagi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana pangkat golongan/ruang II/b sampai dengan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia pangkat Penata golongan/ruang III/c atau Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama pangkat golongan/ruang III/a sampai dengan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan/ruang IV/d;atau

3. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari kegiatan unsur utama, bagi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia pangkat Penata tingkat I golongan/ruang III/d; atau

4. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari kegiatan unsur utama, bagi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama pangkat Pembina Utama golongan/ruang IV/e. 

b. Prosedur Pemberhentian;

1. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana meneliti berkas-berkas kepegawaian pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau Terampil yang memenuhi syarat untuk diberhentikan dari jabatan, dan menyampaikan kepada pimpiinan instansi.

2. Pimpinan instansi menyampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan meberhentikan dalam dan dari jabatan.

3. Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam dan dari jabatan, sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli atau Terampil.

BAB IV

PENUGASAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

A. PENUGASAN

1. Pemberian tugas kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan oleh Atasan Langsung diatur sebagai berikut:

a. Dilingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 

1) Penugasan adalah Direktur Jenderal (Eselon I) sebagai Pembina/ Atasan Langsung untuk Pejabat Fungsional Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dan Utama.

2) Penugasan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Eselon II) atas nama Direktur Jenderal untuk Pejabat Fungsional Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, Pertama, dan Terampil.

3) Penugasan oleh Direktur Jenderal Kepada para Pejabat Fungsional Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang ditugaskan secara kelompok.

4) Penugasan oleh Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat Fungsional Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang ditugaskan di luar Departemen Kimpraswil.

5) Pejabat Fungsional Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang ditugaskan di Proyek, pengaturan tugasnya dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi Tata Bangunan dan Perumahan setempat.

b. Dilingkungan instansi pusat lainnya dan Pemerintah Daerah, Penugasan kepada Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan instansi Pusat di luar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah serta di Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota akan diatur tersendiri oleh Departemen/Pemerintah Daerahnya masing-masing.

2. Penugasan kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang langsung dari Menteri, maka penugasan tersebut harus diketahui dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman .

3. Penugasan kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan oleh pejabat yang bukan Pembina, harus melaporkan kepada Pembina.

4. Penugasan atas prakarsa sendiri untuk keperluan pelayanan masyarakat dan pengembangan profesi harus melaporkan kepada Pembina.

B. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menetapkan Angka Kredit bagi pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya golongan/ruang IV/a-IV/c dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama golongan /ruang IVd-IV/e.

2. Direktur Jenderal Perumahan dan permukiman, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, menetapkan Angka Kredit bagi pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda golongan/ruang III/c-III/d, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana golongan/ruang II/b sampai dengan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia golongan/ruang II/b-III/d pada unit kerja di Pusat.

3. Kepala Kantor Wilayah/Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah propinsi, Kabupaten/Kota bagi pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda golongan/ruang III/c-III/d, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana golongan/ruang II/b sampai dengan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan golongan/ruang III/d pada unit kerja di Wilayah propinsi.

4. Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen instansi lain bagi pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda golongan/ruang III/c-III/d, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana golongan/ruang II/b sampai dengan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan golongan/ruang III/d pada unit kerja masing-masing.

5. Diluar lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana wilayah. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di luar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah ditetapkan oleh Departemen/instansi yang bersangkutan.

6. Khusus penetapan Angka Kredit pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dengan Pangkat Pembina sampai Pembina Tingkat I golongan ruang IV/a-IV/c sampai dengan menjadi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya sampai Pembina Utama golongan ruang IV/d-IV/e, di luar Departemen Permukiman dan prasarana Wilayah penetapan angka kreditnya ditetapkanoleh pejabat tersebut pada butir (1).

C. TIM PENILAI

1. Kedudukan dan Anggota Tim Penilai serta Sekretariat Tim Penilai

Tim Penilai

a. Kedudukan Tim Penilai

1) Tim Penilai Pusat berkedudukan di Sekretariat Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana.

2) Tim Penilai Direktorat Jenderal berkedudukan di sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman, dan Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

3) Tim Penilai Wilayah berkedudukan di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Sekretariat Tim berkedudukan di Bagian Kepegawaian/Tata   Usaha Dinas.

4) Tim Penilai Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kabupaten dan Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Unit Kepegawaian/Unit Tata Usaha Dinas.

5) Tim Penilai Instansi berkedudukan di Sekretariat Jenderal/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Sekretariat Tim Penilai berkedudukan di Biro/Bagian Kepegawaian yang bersangkutan.

b. Jumlah Anggota Tim Penilai sebanyak 7 (tujuh) orang atau lebih dengan ketentuan jumlahnya harus gasal dengan susunan:

1) Seorang Ketua merangkap anggota.

2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota.

3) Seorang sekretaris merangkap anggota; dan

4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota atau di sesuaikan dengan jumlah pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dinilai.

c. Untuk menjaga obyektifitas, efektifitas dan pembagian tugas sesuai dengan peranan masing-masing, tidak diperbolehkan mengingat anggota tim penilai dari:

1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; dan

2) Pejabat yang berkewajiban memantau dan atau mengawasi penerapan angka kredit seperti Aparat Inspektorat Jenderal.

d. Keanggotaan Tim Penilai

1) Persyaratan Anggota Tim:

a) Pangkat/jabatan serendah-rendahnya sama dengan pangkat/jabatan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dinilai.

b) Memiliki keahlian dan kemampuan menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;dan

c) Dapat aktif melakukan penilaian.

2) Anggota Tim Penilai terdiri dari Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan pejabat lain bukan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dengan ketentuan Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan harus lebih banyak daripada pejabat yang bukan berasal dari pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

Sekretariat Tim Penilai

a. Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk sekretariat untuk masing-masing Tim Penilai yang dipimpin oleh sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.

b. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.

c. Persyaratan Sekretaris Tim Penilai:

1) Sekretaris Tim Penilai Pusat adalah Pejabat pada Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

2) Sekretaris Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah pejabat pada Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

3) Sekretaris Tim Penilai propinsi adalah pejabat pada Bagian Kepegawaian dan organisasi Tatalaksana di lingkungan Kantor Dinas Permukiman dan prasarana Wilayah di propinsi yang bersangkutan.

4) Sekretaris Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Pejabat Kepegawaian di lingkungan Kantor Dinas Permukiman dan prasarana Wilayah/Dinas permukiman dan prasarana Wilayah Kabupaten/Kota  yang bersangkutan.

5) Sekretaris Tim Penilai Instansi adalah Pejabat pada Biro Kepegawaian dan organisasi Tatalaksana/bagian kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana pada instansi yang bersangkutan.

2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai

a. Pengangkatan

1) Anggota Tim Penilai Pusat dan sekretariat Tim Penilai Pusat diangkat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah atas usul Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman.

2) Anggota Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Sekretariat Tim Penilai diangkat oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

3) Anggota Tim Penilai Wilayah dan Sekretariat Tim Penilai Wilayah diangkat oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarna Wilayah/Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi.

4) Anggota Tim Penilai Kabupaten/Kota dan Sekretariat Tim Penilai Kabupaten/Kota diangkat oleh Kepala Dinas Permukiman dan Prasarna Wilayah/Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

5) Anggota Tim Penilai Instansi dan Sekretariat Tim Penilai Instansi diangkat oleh Sekretaris Jenderal/Lembaga Non Departemen Instansi yang bersangkutan.

6) Usul calon anggota Tim Penilai dan sekretaris Tim Penilai harus sudah disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal mulai masa jabatan Tim Penilai tersebut atau 6 (enam) bulan sebelum habis masa jabatan Tim Penilai yang akan diganti.

7) Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penilai dan sekretariat Tim Penilai oleh pejabat yang berwenang sudah diterbitkan  selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum dimulainya masa jabatan Tim Penilai.

8) Masa Jabatan Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Direktorat Jenderal, Tim Penilai Propinsi dan Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun, anggota Tim Penilai dapat mejabat untuk 2 (dua) periode berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

9) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat pengant sementara Angota Tim Penilai yang bersangkutan.

10) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahili, baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang diperlukan.

11) Tugas Pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

b. Pemberhentian

1) Tim Penilai

Anggota Tim Penilai diberhentikan jabatannya apabila:

a) Habis masa jabatan; dan atau

b) Mengundurkan diri dari Tim Penilai; dan atau

c) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota Tim Penilai; dan atau

d) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

e) Berhenti atau diberhentkan sebagai Pegawai Negeri Sipil .

Bagi angota Tim Penilai yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, yang bersangkutan diganti dengan anggota yang baru.

2) Sekretariat Tim Penilai

Anggota Sekretariat Tim Penilai diberhentikan jabatannya apabila;

a) Mengundurkan diri; dan atau

b) Pindah tempat kerja; dan atau

c) Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;dan atau

d) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagi angota sekretariat Tim Penilai yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, yang bersangkutan diganti dengan anggota Sekretariat Tim yang baru.

c. Tugas Tim Penilai

1) Tim Penilai Pusat

Tim Penilai Pusat bertugas membantu Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit:

a) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya, golongan/ruang IV/a-IV/c sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama, golongan/ruang IV/d-IV/e di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Instansi lain.

b) Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama, golongan/ruang IV/e setiap 1 (satu) tahun di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Instansi lain.

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama.

2) Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Tim Penilai Direktorat Jenderal bertugas membantu Direktur Jenderal Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah , untuk :

a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, golongan/ruang III/c-III/d.

b) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, golongan/ruang II/b-II/d  sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyeila, golongan/ruang III/c-III/d.

c) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia golongan/ruang III/d setiap 1 (satu) tahun dilingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah .

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Jenderal Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama dan Muda.

3) Tim Penilai Wilayah.

Tim Penilai Wilayah membantu Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Kepala Dinas yang membidangi Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit/penilaian prestasi bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang berada di wilayahnya, untuk :

a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, golongan/ruang III/c-III/d.

b) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, golongan/ruang II/b-II/d sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia, golongan/ruang III/c-III/d.

c) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia golongan/ruang III/d setiap 1 (satu) tahun dilijngkungan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Jenderal Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama dan Muda.

4) Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Tim Penilai Kabupaten/Kota membantu Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah/Kepala Dinas yang membidangi bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah dalam menetapkan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di lingkungannya masing-masing, untuk:

a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, golongan/ruang III/c-III/d.

b) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, golongan/ruang II/b-II/d sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia, golongan/ruang III/c-III/d.

c) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia golongan/ruang III/d setiap 1 (satu) tahun dilijngkungan Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Jenderal Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama dan Muda

5) Tim Penilai Instansi.

Tim Penilai instansi membantu Pimpinan Instansi yang besangkutan dalam menetapkan angka kredit Pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan Instansi yang bersangkutan, untuk:

a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama golongan/ruang III/a-III/b sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, golongan/ruang III/c-III/d.

b) Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, golongan/ruang II/b-II/d sampai dengan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyalia, golongan/ruang III/c-III/d.

c) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia golongan/ruang III/d setiap 1 (satu) tahun dilijngkungan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Jenderal Prasarana Wilayah yang berhubungan dengan penetapan angka kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama dan Muda di lingkungan instansi yang bersangkutan.

d. Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit dan Tata Cara Penilaian

1) Menghimpun data dan mengadministrasikan prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang akan dinilai, berdasar usulan yang disampaikan oleh Pejabat yang berwenang.

2) Memeriksa dan meneliti persyaratan kebenaran bukti-bukti prestasi kerja Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang diusulkan.

3) Melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

4) Memantau perolehan Angka Kredit Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan selama periode tertentu, apakah telah memenuhi persyaratan minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih tinggi dan atau pembebasan sementara dari jabatan.

5) Menuangkan penilaian angka kredit akhir setiap unsur pada kolom/lajur yang sesuai pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

6) Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan surat peringatan dan atau pembebasan sementera dari jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang tidak dapat memperoleh Angka Kredit minimal.

7) Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengenai kemungkinan dapat diangkat kembali sebagai pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan bagi Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan.

8) Mendokumentasikan data hasil penilaian dan penetapan angka kredit.

9) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai tersebut.

10) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai.

e. Tata Kerja Sekretariat Tim Penilai

Sekretariat Tim Penilai bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Menerima, mengadministrasikan, setiap usul penetapan angka kredit pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang diajukan oleh pejabat pengusul.

2) Meneliti kelengkapan berkas usulan Penetapan Angka Kredit.

3) Menyiapkan lembar perhitungan Angka Kredit dan persidangan Tim Penilai.

4) Melayani keperluan Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya.

5) Menerima kembali hasil penilaian dari Tim Penilai.

6) Mengajukan konsep surat Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

7) Mengirimkan asli surat Penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang bersangkutan dengan tembusan instansi terkait.

8) Mendokumentasikan hasil kerja Tim Penilai dan bukti prestasi kerja yang telah dinilai.

9) Meneruskan berkas Daftar Usul Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang menduduki jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama kepada Sekretaris jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

10) Menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Penilai dan setelah ditanda tangani Ketua Tim Penilai, kemudian menyampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka kredit.

f. Tata Cara Penilaian Tim Penilai Angka Kredit

1) Persidangan Tim Penilai dilaksanakan pada:

a) Bulan Nopember tahun sebelumnya untuk kenaikan pangkat periode Januari tahun yang akan datang.

b) Bulan Pebruari tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode bulan April tahun yang bersangkutan.

c) Bulan Mei tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode bulan Juli tahun yang bersangkutan.

d) Bulan Agustus tahun yang bersangkutan untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober tahun yang bersangkutan.

2) Persidangan Tim Penilai untuk pengangkatan, kenaikan jabatan dan lain-lain ditetapkan menurut kebutuhan.

3) Pengambilan keputusan dalam pemberian Angka Kredit dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a) Ketua Tim membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.

b) Setiap usul di nilai oleh 2 (dua) orang anggota.

c) Setelah masing-masing anggota melakukan penilaian, hasilnya disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.

d) Apabila Angka Kredit diberikan oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai tidak sama, maka pemberian Angka Kredit dilakukan dalam sidang pleno Tim Penilai.

e) Pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan secara aklamasi atau setidak-tidaknya melalui suara terbanyak.

4) Keputusan pemberian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilaksanakan atas dasar hasil persidangan Tim Penilai.

g. Tim Penilai Teknis

1) Dalam hal terdapat prestasi kerja jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang dinilai memiliki kekhususan sehingga Tim Penilai yang ada tidak mampu menilai, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis.

Contoh : dalam menilai karya ilmiah, tidak terdapat anggota Tim Penilai yang ahli dibidang tersebut, maka diperlukan Tim Penilai Teknis yang dapat menilai berbagai jenis karya ilmiah.

2) Anggota Tim Penilai Teknis adalah terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang dperlukan.

3) Tugas pokok Tim Penilai Teknis memberikan saran dan perimbangan kepada Ketua Tim Penilai dalam memberikan penilaian terhadap kegiatan/prestasi yang bersifat khusus atau memerlukan keahlian tertentu.

4) Tim Penilai Teknis dibentuk dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai yang bersangkutan.

h. Pengaturan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai di luar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dilakukan Departemen/Menteri Negara yang bersangkutan.

D. KELENGKAPAN DAN TATA  CARA PENGAJUAN USUL ANGKA KREDIT

1. Kelengkapan

Catatan :
Perkiraan angka kredit yang dituangkan dalam form Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dilakukan oleh pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang bersangkutan.

a) Usul Penetapan Angka Kredit Teknik Tata Bangunan dan Perumahan segera disampaikan pejabat pengusul kepada pjyang berwenang menetapkan Angka Kredit setelah menurut perhitungan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang bersangkutan memenuhi jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut formulir Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII.

b) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dilampiri dengan :

1) Salinan/foto copy syah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir.

2) Salinan/foto copy syah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir/kenaikan pangkat.

3) Salinan/foto copy syah surat keputusan terkahir tentang pengangkatan/pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

4) Bukti-bukti prestasi yang sesuai, untuk bukti fisik unsur Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang berupa laporan disusun berdasarkan format seperti contoh pada lampiran V, VI dan VII.

5) Salinan atau foto copy penetapan angka kredit (PAK) terakhir yang telah disyahkan. Bagi Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang belum pernah mendapat penetapan angka kredit (PAK) dan untuk kenaikan pangkat/jabatannya (masa peralihan) harus melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Terakhir yang telah mencantumkan angka kreditnya atau Surat Keputusan Inpassingnya.

6) Lampiran Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan bagi yang akan naik pangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.
c) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat menelaah kembali kebenaran pemberian Angka Kredit oleh Tim Penilai.

d) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit menanda tangani Keputusan Penetapan Angka Kredit dan menyerahkan kepada sekretaris Tim Penilai untuk segera di kirim kepada yang berkepentingan.

e) Apabila Penetapan Angka Kredit terjadi kesalahan, maka usul perbaikan Penetapan Angka Kredit disampaikan oleh pejabat pengusul kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

f) Apabila Penetapan Angka Kredit ternyata salah dan sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara, maka untuk perbaikannya di kembalikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit. Cara perbaikan kesalahan Penetapan Angka Kredit yang baru pada sudut kiri atas ditulis “DIPERBAIKI TANGGAL………….”
g) Pengiriman Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Badan kepegawaian Negara sedapat mungkin secara kolektif.
2. Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit

a) Tim Penilai menyelenggarakan persidangan untuk melaksanakan penilaian Angka Kredit.

b) Pencantuman pekiraan Angka Kredit pejabat yang bersangkutan pada Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK), diteliti kembali dan penilaian di cantumkan pada lembar penilaian oleh Tim Penilai pada lajur (7) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK.

c) Apabila telah dicapai hasil penilaian Ketua Tim Penilai membubuhkan tanda tangan pada kolom Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang telah disediakan.

d) Usul penetapan angka kredit hasil sidang Tim Penilai diajukan dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penilai disampaikan kepada :

1) Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah bagi pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Instansi lain.

2) Kepada Direktur Jenderal Prasarana wilayah, untuk penetapan angka kredit pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dilingkungan Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman.

3) Kepada Kepala Dinas/Kepala Kantor, Kabupaten/Kota untuk penetapan angka kredit pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di lingkungan masing-masing.

4) Kepada Sekretaris Jenderal/Pimpinan Lembaga Non Departemen bersangkutan untuk penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di lingkungan instansinya masing-masing. 

BAB V

PENGEMBANGAN

Untuk kelancaran/keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan perlu diberikan Pendidikan dan Pelatihan agar dapat melaksanakan tugasnya secara professional.

Pendidikan dan Pelatihan perlu diberikan kepada setiap pejabat fungsional mulai sejak masuk menjadi pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sampai pejabat yang bersangkutan berhenti sebagai pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

A. Macam Diklat

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dapat dibedakan dalam :

1. Diklat Pra Jabatan

2. Diklat dalam Jabatan 

· Diklat Kepemimpinan

· Diklat Fungsional

· Diklat Teknis

Sebagai bagian dari pembinaan Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dipandang perlu untuk memantapkan pola Diklat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

Pola Diklat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan adalah rangkaian program diklat yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan yang harus diikuti oleh seorang pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, sebagai syarat untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembinaan karir pejabat Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

B. Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggara Diklat adalah instansi yang melaksanakan program sesuai dengan rancangan program-program Diklat.

Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah Pusdiklat Pegawai, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Ketentuan lebih lanjut tentang  macam/jenis Diklat dan penyelenggaraan Diklat akan diatur tersendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. Sebelum pengaturan tentang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a (2) dan huruf b (2) Surat Keputusan Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/SKB/M/2000 dan Nomor : 157.C Tahun 2000 ditetapkan, maka untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, belum disyaratkan mengikuti dan lulus Diklat Fungsional bidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan.

B. Sesuai dengan ketentuan Bab I Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, maka Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan untuk para pejabat fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan di atur sebagai berikut:

1. Kantor Pusat departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah:

a) Pejabat untuk jenjang jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Madya dan Utama adalah Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman sedangkan Atasan Pejabat Penilai adalah Menteri.

b) Pejabat Penilai untuk jenjang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Lanjutan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Penyelia adalah masing-masing Direktur sedangkan Atasan Pejabat Penilai adalah Direktur Jenderal Perumahan dan permukiman.

2. Diluar Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah diatur oleh Pejabat Pembina masing-masing.

3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan pengaturan jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

DITETAPKAN DI 
: JAKARTA

PADA TANGGAL
: 03 DESEMBER 2001

MENTERI PERMUKIMAN DAN

PRASARANA WILAYAH,

SOENARNO

LAMPIRAN I

ANGKA KREDIT KUMULATIF

UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN TERAMPIL

	NO.
	GOLONGAN

RUANG
	STTB/IJAZAH/YANG

SETINGKAT
	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

	
	
	
	KURANG 1

TAHUN
	1 TAHUN
	2 TAHUN
	3 TAHUN
	4 TAHUN 

LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	II/b
	SLTA/D-I
	40
	45
	50
	55
	60

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	40
	46
	52
	58
	65

	2.
	II/c
	SLTA/D-I
	60
	65
	70
	75
	80

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	60
	66
	72
	78
	85

	3.
	II/d
	SLTA/D-I
	80
	83
	87
	91
	95

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	80
	85
	90
	95
	100

	4.
	III/a
	SLTA/D-I
	100
	110
	120
	130
	140

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	100
	111
	122
	133
	145

	5.
	III/b
	SLTA/D-I
	150
	160
	170
	180
	190

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	150
	161
	172
	183
	195

	6.
	III/c
	SLTA/D-I
	200
	222
	244
	267
	290

	
	
	SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	200
	223
	247
	171
	295

	7.
	III/d
	SLTA/D-I

SARJANA MUDA/

D-II/D-III
	300
	300
	300
	300
	300


LAMPIRAN II

ANGKA KREDIT KUMULATIF

UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN

TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI

	NO.
	GOLONGAN

RUANG
	STTB/IJAZAH/YANG

SETINGKAT
	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

	
	
	
	KURANG 1

TAHUN
	1 TAHUN
	2 TAHUN
	3 TAHUN
	4 TAHUN 

LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	III/a
	SARJANA/D-IV
	100
	112
	124
	137
	150

	2.
	III/b
	SARJANA/D-IV
	150
	162
	174
	187
	200

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	150
	163
	177
	191
	205

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	150
	165
	180
	195
	210

	3.


	III/c
	SARJANA/D-IV
	200
	225
	250
	275
	300

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	200
	226
	252
	278
	305

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	200
	227
	254
	282
	310

	4.
	III/d
	SARJANA/D-IV
	300
	325
	350
	375
	400

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	300
	326
	352
	378
	405

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	300
	327
	354
	382
	410

	5.
	IV/a
	SARJANA/D-IV
	400
	437
	474
	512
	550

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	400
	438
	477
	516
	555

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	400
	440
	480
	520
	560

	6.


	IV/b
	SARJANA/D-IV
	550
	587
	624
	662
	700

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	550
	588
	628
	665
	705

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	550
	590
	630
	670
	710

	7.
	IV/c
	SARJANA/D-IV
	700
	735
	770
	805
	840

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	700
	736
	772
	808
	845

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	700
	737
	774
	812
	850

	8.
	IV/d
	SARJANA/D-IV
	850
	900
	949
	998
	1040

	
	
	PASCA SARJANA/ SPESIALIS I
	850
	901
	950
	999
	1045

	
	
	DOKTOR/SPESIALIS II
	850
	902
	951
	1000
	1050

	9.
	IV/e
	SARJANA/D-IV s/d 

DOKTOR/SPESIALIS II
	10.050
	10.050
	10.050
	10.050
	10.050


LAMPIRAN III

NOTA PEMBERITAHUAN

NOMOR :

1. Dari




:

2. Kepada yang terhormat



a. Nama




:

b. NIP.




:

c. Pangkat/Golongan Ruang

:

d. Instansi



:

3. Tanggal




:

4. Tembusan



:


1. Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama




:

NIP.




:

Pangkat/Golongan Ruang

:

Instansi




:

Sampai dengan tanggal Nota Pemberitahuan ini sudah …………..…….. tahun menduduki jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ………………, tetapi belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sejumlah ……….

2. Sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  : 65/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tanggal 1 Oktober 1999 Jo. Surat Edaran Bersama Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 03/SKB/M/2000 dan 157.C TAHUN 2000 tanggal 1 November 2000, diminta agar Saudara membebaskan sementara Saudara …………….. tersebut dari jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan ……………. Karena belum mengumpulkanangka kredit sebanyak ……… (…………………………………) sebagai ………………………………. Terhitung mulai tanggal ………………..

3. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS JENDERAL

Selaku

Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Utama/Madya*)

(……………………………………..)

NIP.

LAMPIRAN IV

PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
NOMOR :

INSTANSI …………… MASA PENILAIAN TANGGAL ………s/d  TANGGAL…….

	
	DATA PERORANGAN

	
	NAMA                                                                             :

	
	NIP/NOMOR SERI KARPEG                                         :

	
	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR                                  :

	
	JENIS KELAMIN                                                            :

	
	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN

ANGKA KREDITNYA                                                     :

	
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT                          :

	
	JABATAN/TMT.                                                              :

	
	MASA KERJA GOLONGAN
	LAMA:

	
	
	BARU:

	
	UNIT KERJA

	
	PENETAPAN ANGKA KREDIT
	LAMA
	BARU
	JUMLAH

	
	UNSUR UTAMA
	
	
	

	
	a. PENDIDIKAN

(1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah/ gelar

(2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dibidang Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan.

b. Penyelenggaraan  Bangunan Gedung
c. Penyelenggaraan Penataan Bangunan & Lingkungan
d. Penyelenggaraan Baru Perumahan & Permukiman
e. Penyelenggaraan Penataan Lingkungan Perumahan & Permukiman

f. Pengembangan Profesi
	
	
	

	JUMLAH UNSUR UTAMA
	
	
	

	
	UNSUR PENUNJANG
	
	
	

	
	Penunjang Tugas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
	
	
	

	JUMLAH UTAMA
	
	
	

	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
	
	
	

	
	Dapat dipetimbangkan untuk dinaikkan dalam jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan …………. Pangkat ……………. TMT…………………..
	
	
	


DITETAPKAN DI 
: JAKARTA

PADA TANGGAL
: 


TIM PENILAI PUSAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN,

(………………………………)

NIP

Asli disampaikan kepada :

Kepala BKN atau Kepada Kantor Regional BKN

TEMBUSAN
: disampaikan kepada yang terhormat,

1. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah selaku Pembina jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;

3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

4. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

LAMPIRAN V

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Menyatakan bahwa 

:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai berikut:

	NO.
	URAIAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 
	TANGGAL
	SATUAN HASIL
	JUMLAH VOLUME KEGIATAN
	JUMLAH ANGKA KREDIT
	KETERANGAN BUKTI FISIK

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …………………..

Atasan Langsung

(…………………………………)

NIP.

LAMPIRAN VI

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN,
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini
:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Menyatakan bahwa 

:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Telah melakukan kegiatan Penyelenggaraan Tata Bangunan, Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

	NO.
	URAIAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	TANGGAL
	SATUAN HASIL
	JUMLAH VOLUME KEGIATAN
	JUMLAH ANGKA KREDIT
	KETERANGAN BUKTI FISIK

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …………………..

Atasan Langsung

(…………………………………)

NIP.

LAMPIRAN VII

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Menyatakan bahwa 

:

Nama





:

NIP





:

Pangkat/Golongan Ruang/TMT

:

Jabatan




:

Unit Kerja




:

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi  Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan sebagai berikut:

	NO.
	URAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 
	TANGGAL
	SATUAN HASIL
	JUMLAH VOLUME KEGIATAN
	JUMLAH ANGKA KREDIT
	KETERANGAN BUKTI FISIK

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Dst.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, …………………..

Atasan Langsung

(…………………………………)

NIP.

LAMPIRAN VIII

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN TERAMPIL

NOMOR :

MASA PENILAIAN : TANGGAL …………. s/d TANGGAL ………………..

	DATA PERORANGAN

	1.
	NAMA                                                                          :

	2.
	NIP/NOMOR SERIKARPEG                                       :

	3.
	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR                               : 

	4.
	JENIS KELAMIN                                                         :

	5.
	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN     :    

ANGKA KREDITNYA       

	6.
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT.                     :

	7.
	JABATAN/TMT.                                                          :

	8.
	MASA KERJA GOLONGAN
	LAMA  :

	
	
	BARU  :

	9.
	UNIT KERJA                                                             :


	UNSUR YANG DINILAI

	NO.
	UNSUR DAN SUB UNSUR
	ANGKA KREDIT MENURUT

	
	
	UNIT PENGUSUL
	TIM PENILAI

	
	
	LAMA
	BARU
	JUMLAH
	LAMA
	BARU
	JUMLAH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	UNSUR UTAMA
	
	
	
	
	
	

	
	I. PENDIDIKAN
	
	
	
	
	
	

	
	A. Pendidikan Sekolah dan Mendapat Ijazah/gelar Sesuai Tugas Pokok.
	
	
	
	
	
	

	
	1. Sarjana (S.1)/Diploma IV
	
	
	
	
	
	

	
	2. Diploma III/Sarjana Muda
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
	
	
	
	
	
	

	
	1. Lamanya lebih dari 960 jam
	
	
	
	
	
	

	
	2. Lamanya antara 641-960 jam
	
	
	
	
	
	

	
	3. Lamanya antara 401-640 jam
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lamanya antara 161-400 jam
	
	
	
	
	
	

	
	5. Lamanya antara 81-160 jam
	
	
	
	
	
	

	
	6. Lamanya antara 30-80 jam
	
	
	
	
	
	

	
	SUB JUMLAH
	
	
	
	
	
	

	
	II. PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN
	
	
	
	
	
	

	
	A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
	
	
	
	
	
	

	
	1. Pengelolaan Proyek Bangunan Ged.
	
	
	
	
	
	

	
	2. Melaksanakan Tugas Pengelola Teknis
	
	
	
	
	
	

	
	3. d.s.t.
	
	
	
	
	
	

	II
	UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	
	A. Mengajar/Melatih pada Diklat pegawai
	
	
	
	
	
	

	
	B. Menyadur buku dan bahan-bahan lain
	
	
	
	
	
	

	
	C. d.s.t.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUB JUMLAH
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	III
	LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1. 

2.

3.

4.



	IV
	CATATAN PEJABAT PENGUSUL

…………………, tanggal …………………..

Pejabat Pengusul

(………………………)

Nip.

	V
	CATATAN TIM PENILAI

…………………, tanggal …………………..

Ketua Tim Penilai

(………………………)

Nip.


LAMPIRAN VIIIa

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN AHLI

MASA PENILAIAN : TANGGAL …………. s/d TANGGAL ………………..

	DATA PERORANGAN

	1.
	NAMA                                                                          :

	2.
	NIP/NOMOR SERIKARPEG                                       :

	3.
	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR                               : 

	4.
	JENIS KELAMIN                                                         :

	5.
	PENDIDIKAN YANG TELAH DIPERHITUNGKAN     :    

ANGKA KREDITNYA       

	6.
	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT.                     :

	7.
	JABATAN/TMT.                                                          :

	8.
	MASA KERJA GOLONGAN
	LAMA  :

	
	
	BARU  :

	9.
	UNIT KERJA                                                             :


	UNSUR YANG DINILAI

	NO.
	UNSUR DAN SUB UNSUR
	ANGKA KREDIT MENURUT

	
	
	UNIT PENGUSUL
	TIM PENILAI

	
	
	LAMA
	BARU
	JUMLAH
	LAMA
	BARU
	JUMLAH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	UNSUR UTAMA
	
	
	
	
	
	

	
	I. PENDIDIKAN
	
	
	
	
	
	

	
	A. Pendidikan Sekolah dan Mendapat Ijazah/gelar Sesuai Tugas Pokok.
	
	
	
	
	
	

	
	1. Pasca Sarjana (S-3)
	
	
	
	
	
	

	
	2. Pasca Sarjana (S-2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
	
	
	
	
	
	

	
	1. Lamanya lebih dari 960 jam
	
	
	
	
	
	

	
	2. Lamanya antara 641-960 jam
	
	
	
	
	
	

	
	3. Lamanya antara 401-640 jam
	
	
	
	
	
	

	
	4. Lamanya antara 161-400 jam
	
	
	
	
	
	

	
	5. Lamanya antara 81-160 jam
	
	
	
	
	
	

	
	6. Lamanya antara 30-80 jam
	
	
	
	
	
	

	
	SUB JUMLAH
	
	
	
	
	
	

	
	II. PENYELENGGARAAN TATA BANGUNAN
	
	
	
	
	
	

	
	A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung
	
	
	
	
	
	

	
	1. Pengelolaan Proyek Bangunan Ged.
	
	
	
	
	
	

	
	2. Melaksanakan Tugas Pengelola Teknis
	
	
	
	
	
	

	
	3. d.s.t.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	
	A. Mengajar/Melatih pada Diklat Pegawai
	
	
	
	
	
	

	
	B. Menyadur buku dan bahan-bahan lain
	
	
	
	
	
	

	
	C. Mengikuti seminar/Lokakarya
	
	
	
	
	
	

	
	D. d.s.t.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SUB JUMLAH
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
	
	
	
	
	
	

	III
	LAMPIRAN USUL/BAHAN YANG DINILAI

1. 

2.

3.

4.



	IV
	CATATAN PEJABAT PENGUSUL

…………………, tanggal …………………..

Pejabat Pengusul

(………………………)

Nip.

	V
	CATATAN TIM PENILAI

…………………, tanggal …………………..

Ketua Tim Penilai

(………………………)

Nip.


